
  

89 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

BUKU 

Ahteensuu, Marko. In Dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis of the 

Precautionary Principle in Environmental and Health Risk Governance. 

Finland: University of Turku, 2008. 

 

Ali, H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2013. 

 

Arifin, Syamsul. Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia. 

Jakarta: PT. Softmedia, 2012. 

 

Danusaputro, Munadjat. Hukum lingkungan Buku 1 Umum. Jakarta: Binacipta, 

1985. 

 

Danusaputro, Munadjat. Hukum Lingkungan, Buku IV: Global. Bandung: 

Binacipta, 1982. 

 

Drupsteen. Netherlands Milieurecht. Kort Bestek, Zwole, 1978. 

 

Hakim, Abdul Aziz. Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011. 

 

Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 

 

Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2012. 

 

Huda, Nimatul. Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta: UII Press, 2005. 

 

Husein, Harun M. Lingkungan Hidup, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. 

 

Husin, Sukanda. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 

2009. 

 

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi. 

Malang: Bayumedia Publishing, 2007. 

 

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu 

Publishing, 2006. 

 

Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 

1990. 



  

90 
 

 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum.  Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011. 

 

Moleon, Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004. 

 

Muchtar, Masrudi. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Banjarmasin: Prestasi Pustaka, 2015. 

 

Muhammad Erwin. Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan 

Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: PT Refika Aditama, 2011. 

 

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004. 

 

Rahardjo, Satjipto. Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum 

Nasional. Jakarta:  CV. Rajawali, 1986. 

 

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. 

Rahmadi, Takdir. Hukum pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Surabaya: 

Airlangga 

University Press, 2003. 

 

Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 

Nasional. Surabaya: Airlangga University Press, 1996. 

 

Setyosari, Punaji. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: 

Kencana, 2010. 

 

Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga, 

2004. 

 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2012. 

 

Soemartono, Gatot P. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1996. 

 

Syarif, Laode M dan Andri G. Wibisana. Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan 

Studi Kasus. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. 

 

Wijoyo, Suparto. Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu 

(Studi Kasus Pencemaran Udara ). Surabaya: Airlangga University Press, 

2005. 

 

Wilkinson, David. Environment and Law. London: Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2002. 



  

91 
 

 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Deklarasi Rio 1992. Asas ini diadopsi dari Prinsip ke-15 menyebutkan ‘in order to 

protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by 

states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible 

damage, lack of full scientific uncertainty shall not be used as a reason for 

postponing cost-effective measure to prevent environmental 

degradation’. Terjemahan bebasnya: “Untuk melindungi lingkungan hidup, 

pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat 

ancaman serius atau sungguh-sunggu atau kerugian yang tidak terpulihkan, 

ketiadaan kepastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membuat putusan 

yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup’. 

 

Vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Umum butir 3. 

 

Vide Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPPLH Pasal 14 

 

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017. 

 

 

JURNAL 

 

Imamulhadi, 2013, Perkembangan Strict Liabilty dan Precaitionary Dalam 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan, Volume 32. Oktober 

2013, hlm.65 

 

Jans, Jan H, European Environmental Law, Amsterdam: Europa InstitutUniversity 

of Amsterdam, Ed. Ke-2, Oxford, England, 2000, diakses dari 

http://ssrn.com/abstract=2082895> diakses pada 21 Mei 2022, pukul 21.00 WIB 

 

LAINNYA 

 

Lotulung Paulus E., Kedudukan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum, BPHN, 

2003. 

 

Penerapan asas kehati-hatian di Indonesia dapat dilihat juga pada kasus “Kapas 

Transgenik”, selain kasus “Mandalawangi”. 

 

Dokumen Perusahaan PT. Kalista Alam Nagan Raya. 
 

 

 

http://ssrn.com/abstract%3D2082895

